JASA TIRTA I

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUM JASA TIRTA I
NOMOR: 001 /PNTP-DIK/PPID/IX/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

QUALY
MANAGEMENT

wefl 0005

Certificate No.ID03 / 0127

Menimbang - a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat

Mengingat

diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik

. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat

dan terbatas.

. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi

Publik badan publik wajib membuat pertimbangan
tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.

.bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka
perlu menetapkan Dokumentasi tentang Klasifikasi
Informasi yang Dikecualikan.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);

_Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

_Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

_Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standart Layanan Informasi Publik;

_ Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor

0001 /PRT/DRUT/1/2022 tentang Pedoman Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik Perusahaan Umum Jasa
Tirta I;

)
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KANTOR PUSAT

KANTOR SOLO

JI. Surabaya 2A Malang 65145 PO BOX 39 JI. Raya Solo-Kartasura Km. 7
Telp. (0341) 551971 Faks. (0341) 551976 PO Box 267 Surakarta 57102 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Telp. (0271) 724533 Telp. +62 21 293 05142 Fax. +62 21 293 05141
Faks. (0271) 727270 Email : jkt@jasatirtal .co.id

Email : mlg@jasatirtal.co.id
http://www.jasatirtal.co.id

KANTOR JAKARTA
JI. Barito I No. 11



Memperhatikan :

MENETAPKAN :

KESATU

KEDUA

6. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I
Nomor 0042/KPTS/DU/2020 tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Perusahaan Umum Jasa Tirta I;

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
001/PPID/LPK/IX/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran 1
Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
001/PPID/LPK/IX/2022 Tahun 2022 yang tercantum dalam
lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

Ditetapkan di  : Malang
Pada Tanggal : 16 September 2022

Pejabat Pengelola Infprmasi dan Dokumentasi

Samsul Hidayat S. |
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DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA |

LAMPIRAN |

Nomor : 001/PNTP-DIK/PPID/IX/2022
tanggal : 16 September 2022

JANGKA WAKTU NO PENGUJIAN
AlA NIT PEN LA INFORMASI PUBLIK
NG CRAIEN U GELD e PENYIMPANAN KONSEKUENSI
1|Risalah Rapat Koordinasi Internal Manajemen, antara lain: |Unit pembuat risalah sesuai QP/PJT/05| tidak terbatas 001/PPID/LPK/1X/2022

-Rapat Dewas
-Rapat Dewas - Direksi
-Rapat Direksi

-RTM - Unit

-Rapat Koordinasi Komite Dewas
-Rapat Tinjauan Manajemen Pusat (RTMP)
-Rapat Koordinasi Manajemen (RKM)

-Rapat Koordinasi Unit (RKU)

Prosedur Komunikasi Internal

Malang, 16 September 2022
Pejabat Pengelola Inférimasi dan Dokumentasi

Samsul Hiaayat S. r’l\ {7




LAMPIRAN I
Nomor :001/PNTP-DIK/PPID/1X/2022
Tanggal : 16 September 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 001/PPID/LPK/IX /2022

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor
Pusat Perum Jasa Tirta I Jl. Surabaya No. 2A Malang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi
Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

- e st —————

; Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bégi - Jangka Waktu
i Uraian Informasi k Pengecualian Publik (disebutkan jangka j
f Informasi Dampak bila dibuka | Manfaat bila ditutup l waktunya) |
- S SR M R - — S e ‘—--—4
| Risalah Rapat Koordinasi | UU No. 14 tahun Risalah rapat manajemen ! - Mengamankan proses Tidak Terbatas
j Internal Manajemen, antara | 2008 tentang berisikan informasi terkait i pengambilan
lain: :(erterbuk_aan , permasalahan yang , keputusan/kebijakan
- Rapat Dewas | Informasi Publik, dialami Perusahaan, ' - Mengamankan dari
) ) Pasal 17 huruf b : . adanya upaya
- Rapat Dewas - Direksi A ¢ Serti Pasal® rencana strategis, dan : sabotasc/ar;caman sl
- Rapat Direksi - ayat 3.d. pcnar?ganan A0 PENTang flik terkait persaingan
- Rapat Koordinasi Komite terkait Perusahaan. | usaha.
Dewas ! . . ;
. . . Informasi tersebut apabila
- Rapat Tinjauan Manajemen | dibuk cuike ik danat
Pusat (RTMP) ' ibuka untuk publik dapa

B —— berisiko, terhadap aspek

Manajemen (RKM) . pengelolaan obyek vital

- Rapat Koordinasi Unit (RKU) | ESRE
| - RTM - Unit | perusahaan dan
; m - persaingan usaha tidak

- sehat.

|
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Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No Nama Jabatan Unit Kerja /‘T‘TD
1 | Aris Widya Ka. Dept. Hukum dan GCG Sekretaris Perusahaan ﬁ/,
|
: : T
2 | Didit Priambodo Ka. Dept. Humas & Informasi Publik /| geyretaris Perusahaan
PPID Pelaksana -
[
3 Samsul Hidayat S. Sekretaris Perusahaan / PPID Sekretaris Perusahaan
\ S
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.
Menyetujui,

Direktur Utama

Raymond Valiant Ruritan - /(
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